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Abstrak
Pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan harus memperhatikan etika, moral, agama, dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Salah satunya adalah Pasal 292 KUHP. Permasalahan yang ada pada Pasal 292 KUHP adalah perbuatan hubungan sesama jenis hanya dilarang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak atau sering disebut dengan perbuatan cabul, sedangkan hubungan sesama jenis antara orang dewasa dengan orang dewasa tidak dilarang. Dilihat dari etika, moral, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta agama yang secara umum dianut masyarakat Indonesia hubungan sesama jenis merupakan perbuatan yang amoral, dan seharusnya dilarang untuk dilakukan oleh siapapun, bukan hanya dilarang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak saja, tetapi juga melarang hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama orang dewasa.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, literatur dan juga didapatkan dari internet, maupun media lainnyayang berkaitan dengan obyek penelitian hukum.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Pasal 292 KUHP hanya memuat nilai yuridis karena Pasal 292 KUHP diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia, dengan didasarkan kepada Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 (sebelum amandemen), dan tidak memuat nilai dasar filosofis dan sosiologis, tidak memuat nilai dasar filosofis karena bertentangan dengan sila 1 Pancasila, dan tidak memuat nilai dasar sosiologis karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, Maka dari itu pengaturan hubungan sesama jenis dalam Pasal 292 KUHP seharusnya diperbaharui. Pembaharuan yang dimaksud adalah tidak hanya melarang hubungan sesama jenis untuk dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak saja, akan tetapi juga melarang hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama orang dewasa, Sehingga harus ada payung hukum yang sah, yang melarang hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan orang dewasa, agar pelaku hubungan sesama jenis sesama orang dewasa dapat dikenai sanksi pidana.





Creation of a constitution should pay attention to ethic, moral, religion, and value ​​that live in asociety. One of them is Article 292 KUHP. The problem of Article 292 KUHP is homosexuality are prohibited only be done by adult to children or often referred to obscene acts, while homosexual between adult with adult is not prohibited. Depend on the ethic, moral, and value ​​in the society and religion are generally adopted by Indonesian society, homosexual is amoral act, and should be forbidden to do by anyone, not only prohibited by adult to children, but also prohibits homosexual are conducted by fellow adult.
	This is a normative research. The research approachesare constitutionapproach,conceptual approach, andhistoricalapproach. The collection techniques law material in this researchis obtained from the constitution, literature and also obtained from the Internet, and other media related to the object of law research.
	Based on the research result that have been obtained,can be concluded Article 292 KUHP contains only the judicial value because Article 292 KUHP enacted by law No.1 of 1946 on the Indonesian criminal law regulations, the rules based on Article II transitional constitution in 1945 (before the amandement), and doesn’t contain the basic philosophical and sociological value, do not contain the basic philosophical value as opposed to the precepts one Pancasila, and doesn’t contain a basic sociological value because it doesn’t correspond to the values that live in the community, and therefore setting homosexual in Article 292 of the criminal code should have been update. renewal in question is not only prohibit homosexual to be done by adults against children alone, but also prohibits homosexual are conducted by fellow adult, So there should be a legitimate law that prohibit homosexual to be done by  adult withadult, that perpetrators homosexual relationships among adults can be subject to criminal sanctions.








Manusia sebagai makhluk sosial dalam melakukan interaksi baik antara sesamanya maupun dengan makhluk lainnya terikat oleh hukum yang mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sebagaimana definisi hukum yang dikemukakan oleh Achmad Ali, bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya. salah satunya seperti perilaku  menyimpang homoseksual atau hubungan sesama jenis.​[1]​
Homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.​[2]​ Banyaknya perbuatan menyimpang seperti homoseksual terjadi karena gangguan identitas gender yang muncul sejak masa kanak-kanak antara lain pada usia 2- 4 tahun, gangguan tersebut berkaitan dengan hormon dalam tubuh, Kaplan, Sadock dan Grebb menjelaskan bahwa tubuh manusia menghasilkan hormon testoren yang mempengaruhi neuron otak dan berkontribusi terhadap maskulinisasi otak yang terjadi pada area seperti hipotalamus dan sebaliknya dengan hormon feminim, namun hingga saat ini, pengaruh hormon terhadap munculnya gangguan masih menjadi kontroversi.​[3]​
 Homoseksual juga disebabkan karena banyaknya pergaulan bebas dan salah yang dilakukan oleh para remaja maupun orang dewasa , di Indonesia berdasarkan data statistik tahun 2003 jumlah kaum homoseksual tercatat mencapai 8-10 juta orang, sedangkan hasil survei YPKN menunjukan ada 4000 hingga 5000 penyuka sesama jenis di Jakarta, dan Gaya Nusantara memperkirakan 260.000 dari 6 juta penduduk Jawa Timur adalah homo, angka-angka itu belum termasuk kaum homo di kota-kota besar, Dede memperkirakan, secara nasional jumlahnya mencapai sekitar 1% dari total penduduk Indonesia, Dr. Dede Oetomo adalah “presiden” gay Indonesia, yang telah 18 tahun mengarungi hidup bersama pasangan homonya, beliau juga seorang “pentolan” Yayasan Gaya Nusantara.​[4]​ Populasi kaum homoseksual yang semakin besar ternyata diiringi adanya fenomena pergeseran pandangan masyarakat mengenai homoseksualitas.
Dipandang dari segi kesehatan dampak yang muncul akibat Homoseksual atau hubungan sesama jenis, adalah penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS), pada tahun 1979, penyakit ini baru diketahui. Pusat pemantau penyakit yang berada di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat melaporkan ada satu penyakit aneh menimpa pada lima pemuda. Penyakit itu adalah Pneumo Cystis Carini Pheumonia, yang mengherankan kelima pemuda itu semuanya pelaku homoseksual. Dr.Martin, seorang anggota panitia khusus yang dibentuk UNESCO di tahun 1969 untuk meneliti penyakit seksual yang disebabkan oleh kelamin seks, menyatakan bahwa penyakit utama syphilish dan gonorrhea adalah homoseksual. di pihak lain, 65% penyakit syphilish yang terjadi pada kurun waktu 1960 – 1962 di London disebabkan homoseksual.​[5]​ Dampak tersebut bisa merambah tiga ranah sekaligus, yaitu psikologis, sosiologis, dan normatif. 
Pada dasarnya Pasal yang ada didalam KUHP belum mengatur  homoseksual secara jelas, hanya dalam Pasal  281 KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan,dan pada Pasal 292 mengatur tentang delik perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis kelamin. Dalam RUU KUHP homosesksual sudah diatur dalam Pasal 492 RUU KUHP, tetapi  menurut Anggota komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy, menilai ada kejanggalan pada Pasal 492  Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang mengatur delik perbuatan cabul sesama jenis, menurutnya, kaidah yang diatur pada Pasal 492 RUU yang diserahkan pemerintah itu, perilaku homoseksual dilarang dilakukan kepada orang yang masih dibawah umur, logikanya tindak pidana hanya terjadi bila perbuatan ini dilakukan oleh orang yang dibawah umur, dan apabila dilakukan oleh orang yang sudah cukup umur itu sah-sah saja, secara tidak langsung dia menyebut Pasal ini adalah bentuk legalitas perilaku homoseksual , karena kaidah dasarnya bila tidak dilarang maka itu sah-sah saja , karena Pasal ini tidak sesuai dengan adat dan budaya ketimuran , hal ini bisa merusak karakter bangsa Indonesia.​[6]​ 
KUHP ini diberlakukan di Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi ketika Indonesia baru saja merdeka.​[7]​ Pemberlakuan KUHP tersebut dilaksanakan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia,​[8]​ dengan didasarkan kepada Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) yang mengatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.​[9]​ Selain itu pemberlakun  Pasal yang ada dalam KUHP tidak sesuai dengan Nilai yang ada dalam Agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
Agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia tidak ada yang melegalkan hubungan sesama jenis.. Agama-agama melarang hubungan sesama jenis untuk dilakukan oleh semua orang, baik orang yang sudah menikah, maupun yang belum menikah. Konsekuensi dari pengaturan ini adalah pelaku hubungan sesama jenis menurut hukum agama-agama disebut sebagai melanggar ketentuan agama, tanpa harus ada ketentuan lain untuk menetukan sebagai pelanggaran agama. Hal ini karena agama-agama mengatur hubungan sesama jenis sebagai perbuatan yang harus dijauhi oleh semua orang, bukan hanya orang yang sudah menikah, dan dasar pelarangannya bukan hanya untuk melindungi perkawinan, melainkan lebih kepada perbuatan homoseksual yang buruk dan abmoral.
Agama dalam tata hukum Indonesia mempunyai posisi penting, yaitu sebagai etika dasar Negara, hal tersebut mengacu kepada sila 1 Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.​[10]​ Jadi ajaran-ajaran agama, terutama yang bersifat universal adalah instrument dasar pembentukan hukum nasional. Selain itu, ajaran agama yang dianut masyarakat mempunyai pengaruh terhadap pembentukan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.​[11]​ Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menganggap bahwa homoseksual adalah perbuatan tercela, karena bertentangan dengan moral agama yang dianut.
Masyarakat secara umum masih sangat tabu dengan perbuatan homoseksual. Menurut Barda Nawawi Arif, hubungan sesama jenis bagi masyarakat Indonesia dipandang sebagai perbuatan tercela.​[12]​ Moral dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menganggap perbuatan itu sebagai perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan. Moral ini bersumber dari ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia yang turut mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat.
Berdasarkan inilah kemudian masyarakat merasa resah dengan dinamika hubungan sesama jenis. Melihat argumentasi seperti itu, ada satu hal yang harus dikontemplasikan secara mendalam, bahwa Indonesia berbeda dengan Belanda atau pun Negara lain yang melegalkan hubungan sesama jenis atau homoseksual. Secara kultur dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakatnya. Bukan hanya karena perbedaan geografis, tapi juga karena perbedaan historis dan agama yang dianut, yang pada gilirannya mempengaruhi paradigma dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia.
Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka perlu evaluasi dan koreksi terhadap subtansi hukum pidana yang berlaku saat ini yaitu KUHP, khususnya yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan harus ada payung hukum yang sah yang mengatur tentang hubungan sesama jenis atau homoseksual yang dilakukan baik oleh orang dewasa yang masih lajang maupun oleh mereka yang sudah terikat perkawinan. 
Berdasarkan  penjelasan di atas, bahwa Pasal – Pasal yang terdapat pada bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan persepsi masyarakat bahwa arti kesusilaan lebih condong kepada hubungan seksual. sedangkan hubungan sesama jenis atau homoseksual belum diatur oleh KUHP padahal hubungan sesama jenis merupakan sebuah kejahatan kesusilaan, apabila hubungan sesama jenis dilakukan maka itu tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang hal tersebut, sehingga terjadi kekosongan hukum. 
Evaluasi ini perlu untuk dilakukan karena pengaturan hubungan sesama jenis yang belum ada dalam KUHP bertentangan dengan etika, moral, agama, dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang menganggap bahwa hubungan sesama jenis tidak boleh dilakukan oleh siapapun, baik yang sudah terikat perkawinan maupun sesama lajang. 

METODE
Pendekatan dan Jenis Penelitian
Bentuk penelitian ini adalah penelitian normatif. Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran bahwa penelitian ini hendak menganalisis norma yaitu Pasal 292 KUHP. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1.	Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan ini mengkaji peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan homoseksual, 
1.	Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan konseptual, karena melalui pendekatan ini pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan Ilmu Hukum juga akan dipaparkan. Pandangan dan doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum dapat dijadikan pondasi dalam membangun argumentasi hukum sebagai pisau analisis untuk menyelesaikan permasalahan homoseksual atau hubungan sesama jenis.
1.	Pendekatan Sejarah (Historical Approach) Selain menghayati muatan peraturan perundangan-perundangan, penelitian ini juga mengamati dari dimensi konsep dasar mengapa perundang-undangan itu diatur. Pendekatan ini menggunakan sejarah atau latar belakang dan perkembangan pengaturan homoseksual atau hubungan sesama jenis.  
Jenis Bahan Hukum
Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a.	Bahan Hukum Primer (Primary Sources) Sebagai bahan hukum utama digunakan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan homoseksual, yaitu Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 (sila 1 Pancasila), Pasal 29 UUD RI 1945, Bab II angka 1 TAP MPR No. VI/MPR/2001, Bab IV angka 1 butir a TAP MPR No. VII/MPR/2001, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, Pasal  5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 5 (3) butir b Undang-Undang No. 1 Drt. Tahun 1951.
a.	 Bahan Hukum Sekunder (Secondary Sources) diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, kitab agama Islam yaitu Al-Quran, kitab agama Kristen dan Katolik yaitu Al-Kitab, kitab agama Hindu yaitu Manawa Dharmasastra, kitab agama Budha yaitu Tripitaka, kitab agama Khong Cu (Confusius) yaitu Si Shu, artikel, makalah, jurnal, skripsi/tesis, berita, majalah/koran, baik yang dimuat di media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan homoseksual.
a.	Bahan Hukum Tersier (Tertiary Sources) berupa kamus dan ensiklopedia, yang berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (primary sources) maupun bahan hukum sekunder (secondary sources). 

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
	Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dan bahan hukum sekunder dan tersier berupa artikel-artikel, pendapat ahli maupun makalah yang akan dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan. bahan-bahan tersebut kemudian akan dikelompokan dan di klasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk kemudian dikaji.​[13]​ 

Teknik Pengolahan Bahan Hukum
	Bahan hukum primer yang sudah dikumpulkan, diorganisaikan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya, dan bahan hukum sekunder dan tersier yang sudah dikumpulkan, diorganisaikan dan diklasifikasikan menurut sumbernya, akan dikaji sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.  

Teknik Analisa Bahan Hukum
	Keseluruhan  bahan hukum yang diperoleh baik primer maupun sekunder serta tersier di analisis secara preskriptif dan diberikan penggambaran mengenai suatu deskriptif tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sehingga pada akhirnya penelitian ini memberikan preskripsi.
PEMBAHASAN
Homoseksual atau hubungan sesama jenis merupakan perbuatan yang menyimpang baik ditinjau dari segi sosial budaya maupun Agama yang ada di Indonesia tidak ada yang melegalkan perilaku Homoseksual atau hubungan sesama jenis untuk dilakukan, baik oleh orang dewasa terhadap anak-anak maupun oleh orang dewasa dengan orang dewasa. Berbeda dengan KUHP yang hanya melarang hubungan sesama jenis untuk dilakukan oleh orang dewasa dengan anak-anak, sedang hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan orang dewasa, baik oleh orang yang sudah menikah maupun oleh orang yang belum menikah (sesama lajang) tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebagai akibat dari pengaturan ini, maka hubungan sesama jenis dalam pasal 292 KUHP diatur sebagai delik aduan, bukan delik biasa.
Delik aduan yang dimaksud adalah penuntutan atas tindak pidana pasal 292 KUHP tidak bisa dilakukan kecuali ada pengaduan dari korban atau orang tua pelaku Hubungan sesama jenis yang merasa dirugikan. Jika tidak ada pengaduan yang dimaksud, maka penuntutan tidak bisa dilaksanakan. Sedangkan pelarangan Hubungan sesama jenis dalam agama-agama yang dianut kebanyakan masyarakat Indonesia, lebih luas dari apa yang menjadi latar belakang pelarangan hubungan sesama jenis dalam KUHP. Pelarangan Hubungan sesama jenis dalam agama-agama didasarkan kepada sifatmya yang jelek dan amoral. Siapapun yang melakukan perbuatan hubungan sesama jenis atau Homoseksual yang dilakukan orang dewasa dengan anak maupun orang dewasa dengan orang dewasa, dianggap sudah melakukan perbuatan tercela dan melanggar ketentuan Agama. Tanpa ada ketentuan-ketentuan lain untuk disebut melanggar aturan Agama.
Berdasarkan konsep di atas, terdapat berbedaan konsep Hubungan sesama jenis dalam KUHP dengan konsep Hubungan sesama jenis dalam agama-agama. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh latar belakang pelarangan Hubungan sesama jenis yang berbeda. Jika dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan, agama sangat terkait dengan hukum Indonesia. Agama merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari hukum Indonesia. Hukum tidak menafikan agama, karena keberadaan hukum sangat berkaitan dengan agama. Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara, melalui Sila 1 menyebutkan bahwa dasar Negara sila 1 adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini sebagai bentuk pengakuan akan eksistensi agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dalam teks pembukaan UUD RI 1945 dengan rendah hati dinyatakan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, pengakuan ini menyiratkan bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia bukan hanya harus dipertanggung jawabkan dihadapan bangsa, tapi juga dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.​[14]​
Kedudukan agama sebagai landasan etika bagi kehidupan masyarakat Indonesia juga terdapat dalam Bab II angka 1 TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Latar belakang penyusunan TAP MPR di atas adalah bahwa semua agama turut memberikan kontribusi terhadap integrasi nasional melalui ajarannya yang menekankan rasa adil, persaudaraan, persatuan, dan kebersamaan. TAP MPR ini dimaksudkan untuk memberikan penyadaran tentang arti penting etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, dengan tujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Berdasarkan latar belakang, maksud dan tujuan tersebut maka dibuatlah pedoman etika bagi masyarakat Indonesia sebagaimana tersebut dalam TAP MPR tersebut.  
Keterkaitan hukum dengan agama juga bisa dilihat Bab IV angka 1 butir a TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan disebutkan bahwa salah satu visi Indonesia tahun 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius. Religius yang dimaksudkan disini adalah terciptanya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak sesuai dengan ajaran agama. Terciptanya kondisi masyarakat dimana ajaran agama diamalkan dan dilestarikan dalam dinamika kehidupan sehari-hari. Kondisi kehidupan seperti itu adalah visi Indonesia 2020. Jika konsep Hubungan sesama jenis dalam KUHP tidak melarang Hubungan sesama jenis untuk dilakukan untuk semua orang, yaitu bagi orang yang sudah menikah dan orang yang belum menikah (sesama lajang), maka visi menciptakan masyarakat yang religius dalam visi Indonesia 2020 tidak akan tercapai, karena konsep Hubungan sesama jenis dalam KUHP yang berlaku saat ini hanya melarang hubungan sesama jenis untuk dilakukan oleh orang dewasa dengan anak, sedang Hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama orang dewasa tidak dilarang. Hal ini bertentangan dengan konsep hubungan sesama jenis dalam enam agama yang secara umum oleh masyarakat Indonesia, yang melarang Hubungan sesama jenis untuk dilakukan oleh semua orang, baik bagi sesama orang dewasa yang sudah menikah maupun orang yang belum menikah (sesama lajang).
Sebuah peraturan perundang-undangan harus mengandung tiga nilai, yaitu nilai filosofis (keadilan), sosiologis (kegunaan), dan yuridis (kepastian hukum). Nilai filosofis, yaitu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila, termasuk sila 1 Pancasila. Nilai sosiologis, yaitu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai yuridis, yaitu harus disusun sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi, yaitu UUD RI1945. Agar diantara ketiga nilai dasar tersebut tidak terjadi pertentangan, maka ketiga nilai-nilai tersebut harus ditakar dengan seimbang.​[15]​ 
Secara filosofis, pasal 292 KUHP bisa dihubungkan dengan sila 1 Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus mengakui akan eksistensi Tuhan, melalui pengejawantahan dengan memeluk satu agama atau kepercayaan. Atas dasar sila pertama ini maka masyarakat Indonesia dianjurkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan menurut agama dan keyakinan.​[16]​  
Secara sosiologis, Hubungan sesama jenis dianggap perbuatan yang tidak boleh dilakukan semua orang. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang menganggap bahwa Hubungan sesama jenis adalah perbuatan tercela dan tidak boleh dilakukan oleh semua orang, baik dilakukan antara orang dewasa dengan anak, maupun Hubungan sesame jenis antara sesama orang dewasa. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat masih menganggap Hubungan sesama jenis sebagai perbuatan yang tercela.​[17]​ Hal ini berdasarkan kepada realita bahwa masyarakat menganggap Hubungan sesama jenis sebagai perbuatan terlarang. 
Dikaji dari nilai dasar yuridis, pasal 292 KUHP diberlakukan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. KUHP diberlakukan di Indonesia ketika baru memperoleh kemerdekaan, hal itu karena untuk mengisi kekosongan yang terjadi saat itu. Pemberlakuan tersebut berdasarkan kepada pasal pasal II UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.
 Nilai yuridis yang terkandung dalam pasal 292 KUHP tersebut tidak dapat dipakai untuk dijadikan alasan untuk memnjerat perilaku hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama orang dewasa, karena ketiga nilai dasar yang tersebut di atas harus terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali pasal 292 KUHP. Ketiga nilai dasar tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk keberlakuan sebuah peraturan perundang-undangan. Pasal 292 KUHP memuat nilai yuridis peraturan perundang-undangan, yang merupakan salah satu nilai dasar yang harus ada dalam sebuah peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan uraian di atas, pasal 292 KUHP hanya memuat nilai yuridis saja, dan tidak memuat nilai filosofis dan sosiologis. Maka dari itu, pengaturan Hubungan sesama jenis dalam pasal 292 KUHP untuk diperbaharui. Pembaharuan yang dimaksudkan tersebut adalah Hubungan sesama jenis yang dilarang dalam KUHP bukan hanya hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak, tapi juga Hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama lajang. Sebagai akibat dari pembaharuan tersebut, maka delik Hubungan sesama jenis dijadikan sebagai delik biasa, karena pelarangannya didasarkan kepada moral. 
Tugas untuk pembaharuan pasal 292 KUHP adalah sesuai dengan amanat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025. Menurut Erdianto Effendi, ​[18]​  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus bisa mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab (ditandai dengan karakter bangsa yang tangguh), kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan prilaku dan watak masyarakat Indonesia yang beragam, berbudi luhur,  serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembaharuan KUHP merupakan titik sentral dalam program legislasi nasional. Pembaharuan KUHP mutlak dilakukan sebagai salah satu langkah kongkrit melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025. 
PENUTUP
Simpulan
Pengaturan Hubungan sesama jenis dalam KUHP lebih sempit dari konsep Hubungan sesama jenis dalam agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia. Pengaturan Hubungan sesama jenis dalam pasal 292 KUHP hanya melarang Hubungan sesama jenis untuk dilakukan oleh orang  dewasa dengan anak-anak, dan tidak melarang Hubungan sesama jenis untuk dilakukan oleh sesama orang dewasa. Sedangkan pengaturan Hubungan sesama jenis yang ada dalam agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia menganggap Hubungan sesama jenis sebagai perbuatan tercela yang tidak boleh dilakukan oleh semua orang. Jika dilihat dari peraturan perundang-udangan, hukum sangat terkait dengan agama, hal tersebut sebagaimana diatur dalam sila 1 Pancasila, pasal 29 UUD RI 1945, Bab II angka 1 TAP MPR No. VI/MPR/2001, Bab IV angka 1 butir a TAP MPR No. VII/MPR/2001. 
Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pasal 292 KUHP hanya memuat nilai yuridis, dan tidak memuat nilai dasar filosofis dan sosiologis. Memuat nilai yuridis karena pasal 292 KUHP diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia, dengan didasarkan kepada Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 (sebelum amandemen). Pasal 292 KUHP tidak memuat nilai dasar filosofis karena bertentangan dengan sila 1 Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pertentangan tersebut terjadi karena konsep Hubungan sesama jenis dalam pasal 292 KUHP yang tidak melarang Hubungan sesama jenis untuk dilakukan oleh sesama orang dewasa, bertentangan dengan konsep Hubungan sesama jenis dalam agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia, yang melarang Hubungan sesama jenis untuk dilakukan oleh siapapun, termasuk Hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama orang dewasa. Hal tersebut mengingat sila 1 Pancasila mengandung pengertian bahwa etika dasar Negara Indonesia adalah bersumber dari moral Ketuhanan yang terdapat dalam agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia. Pasal 292 KUHP tidak memuat nilai dasar sosiologis karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu nilai etika, nilai moral, nilai agama, dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. 
Maka dari itu pengaturan Hubungan sesama jenis dalam pasal 292 KUHP seharusnya diperbaharui. Pembaharuan yang dimaksud adalah tidak hanya melarang Hubungan sesama jenis untuk dilakukan oleh orang dewasa dengan anak saja, akan tetapi juga melarang Hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama orang dewasa. Sebagai akibat dari pembaharuan tersebut, maka delik Hubungan sesama jenis dijadikan sebagai delik biasa, bukan lagi delik aduan. 
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